Menimbang

SALINAN

BUPATI KARANGANYAR

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 76 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN DANA PENDIDIKAN

BAGI SISWA SEKOLAH LUAR BIASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI KARANGANYAR,
bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan,
disebutkan  bahwa Pendanaan Pendidikan menjadi
tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah dan Masyarakat;
bahwa Penyelenggara Pendidikan Sekolah Luar Biasa
adalah Pemerintah Provinsi dan Masyarakat, namun dana
yang tersedia belum mampu menutup operasional
penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Karanganyar;
bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan
pendidikan di Kabupaten Karanganyar khususnya
pelaksanaan rintisan Program Wajib Belajar 12 (dua belas)
tahun, maka perlu memberikan dana operasional bagi
penyelenggaraan pendidikan di tingkat SLB di Kabupaten
Karanganyar sebagai bentuk sinergi dengan Pemerintah
Provinsi sebagai penyelenggara Pendidikan Menengah dan
Luar Biasa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Dana

Pendidikan bagi Siswa Sekolah Luar Biasa;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 13  Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengabh;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia



10.

11.

12.

13.

Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5410);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri  Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, sebagaimana telah diuabh beberapa kali, terakhir



Menetapkan

14.

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Bupati Karanganyar 55 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN
DANA PENDIDIKAN BAGI SISWA SEKOLAH LUAR BIASA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Karanganyar.

Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang
disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola
pendidikan.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Karanganyar.



7.

10.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala satuan Kkerja pengelola
keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara
umum daerah.

Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat PD-PKD adalah perangkat daerah
pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
pengelolaan APBD.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

11.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya

12.

13.

14.

disingkat TAPD adalah tim vyang dibentuk dengan
keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris
daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat
perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai
dengan kebutuhan.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya
disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan
anggaran Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara
Umum Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari
pemerintah daerah kepada pemerintah atau masyarakat
dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik
telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan
tidak mengikat, serta tidak terus menerus yang bertujuan
untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah

Daerah.



15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat
NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara
Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.

16. Sekolah adalah Sekolah Luar Biasa.

17. Penyelenggara Sekolah adalah Pemerintah/Pemerintah
Daerah Provinsi atau Masyarakat penyelenggara dan

penanggung jawab Sekolah.

BAB Il
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan pemberian Dana Pendidikan adalah:

a. mendukung pendanaan yang dibutuhkan oleh
Penyelenggara Sekolah untuk memberikan Pendidikan
yang baik dan terjangkau; dan

b. meringankan beban masyarakat dalam pendanaan
pendidikan sehingga meminimalisir Angka Putus Sekolah
di Daerah dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar
(APK).

Pasal 3
Ruang lingkup Pemberian Dana Pendidikan adalah:
a. Sekolah yang diselenggaran Pemerintah Provinsi; dan
b. Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;

dan berada di Daerah.

BAB IlI
SUMBER DAN STATUS DANA

Pasal 4
(1) Sumber Dana Pendidikan berasal dari APBD.
(2) Dana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disalurkan melalui mekanisme Hibabh.



Pasal 5

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat

@

©)

1)

2

)

berupa uang, barang, atau Jasa.

Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai

kemampuan keuangan Daerah.

Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

memenuhi kriteria paling sedikit:

a. peruntukkannya secara spesifik telah ditetapkan;

b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara
terus menerus setiap tahun anggaran dan sesuai
kemampuan Keuangan Daerah, kecuali ditentukan
lain oleh Peraturan Perundang-undangan;

c. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah
dalam mendukung terselenggarannya fungsi
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
dan

d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 6

Dana Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
dialokasikan guna mendukung pemenuhan biaya
operasional non personalia dan pembiayaan lainnya
untuk mendukung proses pembelajaran.

Dana Pendidikan dilarang untuk membiayai Kkegiatan
yang sudah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi dan/atau sumber dana lainnya.

Sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan teknis, Kepala
Dinas dapat menyusun Petunjuk Teknis bagi penyaluran

dan pelaksanaan Dana Pendidikan.



BAB V
ALOKASI DANA PENDIDIKAN

Pasal 7

(1) Dana Pendidikan dialokasikan sesuai jumlah siswa yang

@)

@)

dihitung  berdasarkan jumlah siswa pada tahun
berkenaan sesuai Data Pokok Pendidikan Dasar dan
Menengah (Dapodikdasmen).

Besaran alokasi Dana Pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

berdasarkan usulan Kepala Dinas.

BAB VI
PERSYARATAN, USULAN, SELEKSI, PENETAPAN
PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN HIBAH

Bagian Kesatu

Persyaratan Sekolah Penerima Dana Pendidikan

Pasal 8

Sekolah Penerima Dana Pendidikan wajib memenuhi

syarat sebagai berikut:

a. memiliki Keputusan Pendirian Sekolah dari pejabat
yang berwenang (bagi Sekolah Negeri) atau izin
pendirian/operasional (bagi Sekolah Swasta);

b. memiliki Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah
dari Pejabat yang berwenang (bagi Sekolah Negeri) dan
dari ketua yayasan (bagi Sekolah Swasta);

c. memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);

d. menerapkan Program Ramah Sosial;

e. menyusun proposal kegiatan yang akan dibiayai
dengan Dana Pendidikan dari Pemerintah Daerah; dan

f. bersedia menyusun Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Dana Pendidikan sesuali dengan
ketentuan peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.



(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

bukan merupakan kegiatan lanjutan dan/atau kegiatan
gabungan dengan Kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau dana masyarakat.

Bagian Kedua

Usulan dan Seleksi Sekolah Calon Penerima Dana Pendidikan

Pasal 9

Sekolah mengajukan Proposal Permohonan Dana Pendidikan

dengan dilengkapi:

a.

@)

2

(1)

)

Rencana/Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah

tahun berjalan;

. keterangan sumber pembiayaan; dan

rincian kebutuhan dan peruntukan penggunaan Dana
Pendidikan.

Pasal 10
Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
Proposal Sekolah Negeri ditandatangani oleh Kepala
Sekolah, sedangkan sekolah swasta ditandatangani oleh

Kepala Sekolah dan mengetahui Ketua Yayasan.

Pasal 11

Dalam melakukan verifikasi terhadap proposal usulan

Sekolah, Kepala Dinas membentuk Tim Verifikasi.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

a. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan Dberkas
administrasi pengajuan sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 8;

b. melakukan verifikasi terhadap usulan kegiatan yang
disampaikan Sekolah dalam Proposal sehingga sesuai

dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2); dan



C. menyusun Berita  Acara  hasil verifikasi  dan
menyampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas

untuk ditetapkan sebagai Penerima Dana Pendidikan.

Bagian Ketiga

Penetapan Sekolah Penerima Dana Pendidikan

Pasal 12

(1) Kepala Dinas menyampaikan hasil verifikasi berupa
rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

(2) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi
sesuai dengan prioritas dan kemampuan Kkeuangan
Daerah sebelum Kebijakan Umum Anggaran/Plafon
Perubahan Anggaran Sementara (KUA/PPAS) ditetapkan.

Bagian Keempat

Pencairan, Penyaluran dan Penggunaan Dana Pendidikan

Pasal 13

Dalam rangka pencairan, penyaluran, dan penggunaan Dana

Pendidikan, Sekolah wajib melengkapi persyaratan sebagai

berikut:

a. Kepala Sekolah wajib menandatangani NPHD antara
Sekolah penerima hibah dengan Pemerintah Daerah;

b. kwitansi penerimaan Dana Pendidikan bermeterai cukup
dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah;

c. surat pernyataan tanggungjawab dari Kepala Sekolah
penerima Hibah atas penyaluran atau pengeluaran dana;
dan

d. menandatangani Pakta Integritas.

Pasal 14
Penggunaan Dana Pendidikan yang masuk ke Rekening atas

nama Sekolah sepenuhnya menjadi tanggungjawab Sekolah.



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENDIDIKAN

Pasal 15
Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Pendidikan
disampaikan kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan
Kepala Dinas paling lambat tanggal 10 pada bulan Januari

tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
LAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16
Kepala Dinas wajib melaporkan secara berkala pelaksanaan
penyaluran Dana Pendidikan setiap 6 (enam) bulan kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan monitoring
dan evaluasi atas pemberian Dana Pendidikan.

(2 Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi
pemberian Dana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Dinas dapat membentuk Tim Monitoring
dan Evaluasi.

(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan
tembusan kepada Inspektur yang mempunyai tugas dan

fungsi pengawasan.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Peraturan  Bupati ini  mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 28 Agustus 2017

BUPATI KARANGANYAR,
ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 28 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagiaijlukum,

NIP. . 009
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PEDOMAN PENYALURAN DANA PENDIDIKAN
BAGI SISWA SEKOLAH LUAR BIASA
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} ; BUPATI KARANGANYAR, . :
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| ;’ ~ Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan,
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' M‘chgingat
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Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
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o Peraturan Menten Dalam Negerl Nomor 21 'I‘ahun 2011 |

o 'tentang Pedoman Pembenan Hlbah dan Bantuan Sos1al
: yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan BclanJa_ - -
_Daerah Sebagalmana telah d1uabh beberapa kali, terakhlr__;l B



. 14 Peraturan Bupatl Karanganyar 55 Tahun 2016 tentangf:

 Menctaplan

_;:v'v"f',dengan Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 14 Tahun

. : ““20 16 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menten |

T Dalam. Negen Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman'v’::_'_,:»"'f-‘f
‘ Pembenan Hibah dan Bantuan 8031a1 yang bersumber dan |

o -Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ' -

Pedoman Pemberlan Hlbah dan Bantuan Sos1al yang f:‘:{['}'
bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-., S

(Benta Daerah Kabupaten Karanganyar ' Tahun 2016 : " -

Nomor 55), . o

MEMUTUSKAN

3 }VPERA'I‘URAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURANY R
DANA PENDIDIKAN BAGI SISWA SEKOLAH LUAR BIASA.

| | BABI |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

. _ "Dalam Peraturan Bupat1 1n1 yang dlmaksud dcngan
. | L

o ' Daerah adalah Kabupaten Karanganyar
gy

Pe.menntah Daerah sebagal | unsur | penyelenggarav:-':-‘::”f;;v'x
Pemermtahan Daerah yang memlmpln pelaksanaan urusan ol
' ‘pemenntahan yang men_l ad1 kewenangan daerah otonom o
;- Bupatl adalah Bupatl Karanganyar ,' R Lo N
. Dana Pendldlkan adalah sumber daya keuangan yang
dlsedlakan . untuk . menyelenggarakan dan | mengelola' -
-'pendldlkan . T e e SRPE T
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewapban daerah:A-_ff‘:ﬂﬁv'.:»_ ‘;::‘
"fdalam rangka penyelenggaraan pemenntahan daerah yang
_"j'} dapat dmﬂa: dengan uang termasuk di dalamnya segala' '_

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dani;’: _"v::'f |
.kewapban daerah tersebut _ 'v
'Anggaran Pendapatan dan Belan_la Daerah yang selan_]utnya SR

dlsmgkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan BelanJa
| Daerah Kabupaten Karanganyar '



’."7:;‘:\'Pejabat Pcngelola Keuangan Daerah yang selanJutnya"

o | ,_dlslngkat PPKD adalah kepala satuan kexja pengeIOIa_{f":l

keuangan daerah yang mempunyau tugas melaksan akan" S

: umum daerah

' ’".vpengelolaa.n APBD dan bertlndak s_ebaga;» bendaharaj

8. ‘Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang |
AN .selanjutnya d1s1ngkat PD PKD adalah perangkat daerahjg‘]_-:
o pada Pemermtah Daerah - yang melaksanakan

o ‘pengelolaan APBD

o 9”-;”D1nas Pend1d1kan dan Kebudayaan ' adalah Dmas'. v

'.-,Pendldlkan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar

- ‘10 Kepala Dmas adalah Kepala Dlnas Pendldlkan dani :

. | Kebudayaan Kabupaten Karanganyar

‘b"‘.fl'bl.Tlm Anggaran : Pemermtah Daerah yang selanjutnyagl’:‘.}.,
| v‘dlsmgkat TAPD adalah t1m yang dlbentuk dengan‘.'.

keputusan kepala daerah dan dlpxmpm oleh sekretansvaiv

“-“daera.h ‘yang mempunya1 : tugas meny1apkan Cserta .

'-’;melaksanakan kebgakan kepala daerah “dalam rangkav‘iﬁ"

:, fpenyusunan APBD yang anggotanya terdln dan pejabat : L

- dengan kebutuhan

perencana daerah PPKD dan pejabat lamnya sesuax;f Sl

12 Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selan_]utnya | : ‘.
dlsmgkat DPA PPKD merupakan dokumen pelaksanaan i
anggaran Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara'

Umum Daerah

13 Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanJutnya'"v",”.;;_

d1s1ngkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang ‘memuat L

pendapatan dan belanJa setlap SKPD yang dlgunakan:i;

sebaga1 dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran S

14 Hlbah adalah pembenan uang/barang atau _]asa dan‘ o

pemermtah daerah kepada pemenntah atau masyarakat .

dan orgamsa31 kemasyarakatan yang secara spesﬂ'ik s

telah d1tetapkan peruntukannya, bers1fat ‘adak wa_ub dan o

ek mengikat, serta tidak terus menerus yang bertujuan B

untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemermtah -

Daerah



}15 Naskah Per_lan_uan Hibah Daerah selan_]utnya dlsmgkat’;

NPHD adalah naskah Perja.njlan Hibah yang bersumber e

‘dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara B
Pemerintah Daerah dengan penenma Hibah. |
16. Sekolah adalah Sekolah Luar Biasa. | .
17. Penyelenggara Sekolah adalah Pemenntah/ Pemenntah o
Daerah Provinsi atau Masyarakat penyelenggara dan
penanggung jawab Sekolah. -

~ BABI
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2
Tujuan pemberian Dana Pendidikan adalah:

- a. mendukung pendanaan  yang dlbutuhkan oleh

Penyelenggara Sekolah untuk memberikan Pendidikan
yang baik dan tezjangkau, dan ' .

b meringankan beban masyarakat dalam pendanaan
| pendidikan sehmgga meminimalisir Angka Putus Sekolah
di Daerah dan memngkatkan Angka Partls1pa51 Kasar
- (APK). - '

_ - Pasal 3 ’
'Ruang lingkup Pemberian Dana Pendidikan adalah:
a. Sekolah yang diselenggaran Pemerintah Provinsi; dan
‘ b Sekolah yang dlselenggarakan Masyarakat
dan berada d1 Daerah

~ BABIN
SUMBER DAN STATUS DANA

_ Pasal 4 v
(1) Sumber Dana Pendidikan berasal dari APBD.
(2) Dana Pendidikan sebagaimana dxmaksud pada ayat (1)
~ disalurkan melalui mekanisme Hibah.



- (1)
(2)

)

(1}

@

g

| ' Pasal 5 |
Hibah sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4 dapat S
berupa uang, barang, atau Jasa .

Pemerintah Daerah dapat membenkan Hibah sesual B

kemampuan keuangan Daerah.
Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada a&é.t (2)
memenuhi kriteria paling sedikit: |
a. peruntukkannya secara spesifik telah dltetapkan,
b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara
_>terus meneru}s setiap tahun anggaran dan sesuai -
" kemampuan""Keuangén Daerah, kecuali ditentukan
lain oleh Peraturan Pérundang-undangan; ‘
c. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah -
dalam » mendukung terselenggarannya ﬁingsi :
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
dan ‘ '

‘d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

BABIV
PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 6
Dana Pendldlkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
dlaloka31kan ‘guna mendukung pemenuhan biaya
operasxonal_ non personalia dan. pembiaya:m lainnya
untuk mendukung proses pembelajaran. _. .
Dana Pendldlkan dllarang untuk memblayaJ kegiatan

yang sudah _dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi dan /atau sumber dana lainnya.

Scpanjang berkaltan dengan pelaksanaan teknis, Kepala
Dinas dapat menyusun Pctun_luk Teknis bagi penyaluran
dan pelaksanaan Dana Pendidikan.



| BAB V
* ALOKASI DANA PENDIDIKAN

Pasal 7

(1) Dana Pendidikan dialokasikan sesuai jumlah s1swa yang |

“dihitung berdasarkan jumlah siswa pada tahun

berkenaan sesua1 Data Pokok Pendldlkan Dasar dan

o Menengah (Dapodlkdasmen)

@)

Besaran alokasi Dana Pendidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dltetapkan dengan Keputusan Bupatx
- berdasarkan usulan Kepala Dinas. - o

(1)

PERSYARATAN, USULAN, SELEKSI, PENETAPAN
PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN HIBAH

) Bagian:'Késatu
Persyaratan Sekolah Penerima Dana Pendidikan

Pasal 8

Sekolah Penerima Dana Pendldlkan Wajlb memenuhl

- syarat sebageu berikut:

‘a. memiliki Keputusan Pendirian Sekolah dari pejabat

yang berwenang (bagi Sekolah Negeri) atau izin
‘pendirian/ opefaSibnal (bagi Sekolah Swasta) - |
b. memiliki Keputusan Pengangkatan Kepala Sekoiah
- dari Pejabat yang berwenang (bagi Sekolah Negeri} dan
dari ketua yayasan (bagi Sekolah Swasta), _ |
C. memlhkl Nomor Pokok Sekolah Nas:onal (N PSN),

d. menerapkan Program Ramah Sos:al

€. menyusun proposal kegiatan yang a.kan dlblaya1

dengan Dana Pendidikan dari Pemerintah Daerah; dan

f. bersedia menyusun ~Laporan Pertanggungiawaban-

Penggunaan Dana Pendidikan sesuai dengan.
ketentuan peraturan Perundang-undangan yang
berlaku. | | |



(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ‘pada ayat (1) huruf e
bukan merupakan kegiatan lanjutan dan/atau keglatan

' gabungan dengan Kegiatan yang dibiayai oleh Anggara.n
Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan .
“dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau dana masyarakat |

Baglan Kedua .
Usulan dan Seleksi Sekolah Calon Penenma Dana Pend1d1kan

Pasal 9
Sekolah mengaJukan Proposal Permohonan Dana Pendldxkan
dengan dilengkapi:
a. Rencana/Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
tahun ber_]alan, , '
b. keterangan sumber pemb1ayaan, dan
c. rincian kebutuhan dan peruntukan penggunaan Dana
Pend1d1kan " "

‘ Pasal 10 . e
(1) Pfoposal': sebagannana d1maksud‘ dalam Pasal 9
v disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas. -
(2 Prdposal' Sekolah Negeri - ditandatangani oleh Képala‘
Sekolah, sedangkan sekolah swasta ditandatangani oleh
Kepala Sekolah dan mengetahm Ketua Yayasan.

. Pasal 11 , _

() Dalam melakukan venﬁka51 terhadap proposal usulan

Sekolah, Kepala Dinas membentuk Tim Venﬁka31 '

B (2) Tim sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) bertugas:

| a. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan ‘berkas

- administrasi pengajuant sesu;ii_  dengan ketentﬁan
dalam Pasal 8; . | o

b melakukan venﬁka31 terhadap usulan kegiatan yang
disampaikan Sekolah dalam Proposal sehmgga sesuai
dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2); dan



c. menyusun Berita Acara  hasil venﬁka51 d'an}
menyampalkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas
 untuk dltetapkan sebagai Penerima Dana Pendidikan.

Baglan Ket1ga .
. Penetapan Sekolah Penenma Dana Pendldxkan '

3 Pasal 12 |

(1) Kepala Dinas ‘menyampaikan hasil veﬁfikasi berupa

rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD, |

(2) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi

sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan

Daerah sebelum Kebijakan Umum Anggaran/ Plafon
‘Perubahan Angga_ran Sementara (KUA/PPAS) ditetapkan.

Baglan Keempat

‘Pencairan, Penyaluran dan Penggunaan Dana Pend1d1kan ‘

| Pasal 13 |
| -Dalam rangka pencairan, penyaluran, dan penggunaan Dana

 Pendidikan, Sekolah wajib melengkapl persyaratan sebagax_» |

. berikut:

a. Kepala Sekolah wajib menandatangani NPHD antara
Sekolah penerima hibah dengah Pemerintah Daerah; |

 b. kwitansi penerimaan Dana Pendidikan bermeterai cukup | |

- dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah; | |

c.. surat pernyataan tanggun.awab dari Kepala Sekolah
penerima Hibah atas penyaluran atau pengeluaran dana;
dan. '

- d. menandatangam Pakta Integntas

Pasal 14 »
: Penggunaan Dana Pendidikan yang masuk ke Rekening atas |

nama Sekolah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Sekolah.



BAB A1 :
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENDIDIKAN

Pasal 15 .
Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Pe_ndidikan
disampaikan kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan -
Kepala Dinas paling lambat tanggal 10 pada bulan Januarl, ‘
| tahun anggaran benkutnya ‘ -

- | BAB VIII |
LAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 16

~ Kepala Dinas wa_ub melaporkan secara berkala pelaksanaan»v

- penyaluran Dana Pendidikan setiap 6 (enam) bulan kepada

- Bupati melalui Sekretaris Daerah.

| Pasal 17 |
(1) Dmas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan momtorlngu
dan evaluam atas pemberian Dana Pendidikan. |
| (2) Dalam rangka pelaksanaan momtormg dan evaluasi .
| pemberian Dana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Dmas dapat membentuk Tim Momtormg .
_ dan Evaluasi. ' o . ‘

(3) Hasil momtormg dan evaluam sebagaimana dimaksud
- pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati ‘dengan

tembusan kepada Inspektur yang mempunyai tugas dan |

fungsi pengawasan. -



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

- o Pasal 18 . A _
Peraturan Bupati = ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. -

Agar  setiap orang mengetahuinya  memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupatl ini dengan penempatannya. B

dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkaﬁ di Karanganjar
- pada tanggal 28 Agustus 2017 }
BUPATI KARANGANYAR,
ttd.

'JULIYATMONO

Dlundangkan di Karanganyar
pada tanggal 28 Agustus 2017 -
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANY AR

ttd.

SAMSI

' BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 76

:. Salinan sesuai dengan aslinya‘ ’
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

ZULHIKAR\HADIDH

NIP. 19750311 1199903 1009



